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Pelimp ahan 14 Tersangka t
Kasus SPPD Fiktif Ditunda

dua dari Polda Bali ke Ke-
jaksaan Tinggi (Kejati) Bali
tersebut. Di sarnping itu dike-
tahui kasus SPPD frktif yang
dilakukan 14 tersangka dari
Dispenda Gianyar ini ternyata
menghabiskan anggaran seki-
tar Rp 90 juta untuk pelesiran
ke Thailand dan Singapura.

Kepala Kejari Gianyar
Ketut Sumadana yang ditemui
di Kantor Kejari Gianyar men-
gatakan. hingga Senin sore
kemarin, jajarannya belum
menerima pelimpahan 14
tersangka SPPD fiktif sesuai
yang direncanakan.

Pihaknya juga belum menge-
tahui penyebab dibatalkannya
proses tahap dua pelimpahan
kasus SPPD frktif dari Polda
Bali ke Kejati Bali.

Ia menambahkan, kare-
na kasus ini ditangani Polda
Bali, kejaksaan sifatnya hanya
menunggu tahap dua tersebut.
Sementara Kejari Gianyar ke-
wenangannya hanya sebagai
penunjukan jaksa penuntut

umum Kejati Bali untuk
nyelesai-kan perkara yang
jeknya di Kabupaten Gianl

Disinggung terkait
han 10 PNS yang diperkirak:
menjadi tersangka dala
kasus ini, Ketut Sumada
kembali menegaskan bah
berkas untuk tambahan
tersangka tersebut masih
tangani penyidik Polda Ba
Sementara itu, Kasi Pid
Khusus (Pidsus) Kejaksa
Negeri Gianyar, Herdian
hadi membeberkan berda
kan berkas pernyataan
tersangka, kasus SPPD
yang memakan uang nega:
kurang lebih Rp 90 juta ir
terjadi pada Oktober 201

Gianyar (Bali Post) -
Pelimpahan 14 tersangka

kasus SPPD fiktif ke Kejak-
saan Negeri (Kejari) Gianyar
ditunda. Hingga Senin t'12l10)
sore kemarin, belum diketahui
apa penyebab ditunrlanya
rencana pelimpahan tahilp

Diketahuidalam
SPPD, belasan pegawai Di
penda Gianyar ini
menuju Jawa Barat yak
Garut dan Bandung. Namr
realisasinya mereka mala
pelesiran ke luar negeri yal
ni Thailand dan
(kmb35)

Kepala Kejari Gianyar
Ketut Sumad.ana
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Penuhi Kewajiban Konstitusionaf

RAPBD Badung Tahun 20L6
Diserahkan ke Dewan

apresiasi atas komitmen bersama
dalam melakukan pembahasan
APBD secara tepat waktu. Sejak
diserahkan Senin (12110) kemarin.
RAPBD Badung tahun 2016 telah
direspons secara langsung oleh
DPRD Badung dengan melakukan
agenda pembahasan 4elalui rapat
kerja dengan eksekutif.

"Melalui pro6es pembahasan
RAPBD tahun 2016 secara lebih
awal ini, maka tugas konstitu-
sional bersama ini telah mulai
berproses," ujar Penjabat Bupati
Badung Nyoman Harry Yudha
Saka usai menerima laporan
Kepala Bappeda Litbang Wayan
Suambara, Senin kemarin.

Menurutnya, pembahasan

RAPBD yang tepat waktu men-
jadi penting dilakukan meng-
ingat APBD 2016 merupakan
lnstrumen untuk melaksanakan
fungs! pelayanan publik yang
baik. Terutama. pelayanan ierhl
adap pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat di berbagai bidang
dan sektor. Ini sepenuhnya diori-
entasikan untuk meninekatkan
harkat dan martabat maJyarakat
Kabupaten Badung.

"Dengan diserahkannya Ran-
cangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) tahun
2016 secara tepat waktu ini, maka
kewajiban konstitusional bersama
antara pemerintah dan Dewan
akan memiliki waktu yang cukup
untuk melakukan pembahasan dan
penajaman dalam upaya mewujud-
kan kesejahteraan masyarakat dan
hrant a Badung." terangnya.

Sementara itu, Suambara dalam

kesempatan tersebut melapor-
kair bahwa RAPBD. sesuai arahan
Penjabat Bupati, telah diserahkan
secara tepat waktu kepada DPRD
Badung. Komposisi RAPBD Ba-
dung tahun 2016 yakni kontri-
busi terhadap pendapatan daerah
dirancang sebesar Rp 3,5 triliun
lebih. Capaian ini terdiri dari PAD
sebesar Rp 2,9 triliun lebih, dana
perimbangan Rp 314,7 mi.liar lebih,
dan pendapatan daerah yang sah
sebErar Rp 352 miliar lebih.

Komposisi belanja daerah ber-
dasarkan kelompok belanja diran-
cang sebesar Rp 3,6 triliun lebih,
terdiri dari belanja tidak langsung
Rp 2 triliun lebih dan belanja lang-
sung sebesar Rp 1,5 triliun lebih.
Sedangkan komposisi belanja
daerah berdasarkan penerima
manfaat sebesar Rp 3,6 triliun
lebih, di mana belanja publik sebe-
sar 63,13 persen. (ad756)
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